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a. 	 Sistem perolehan paten yang diatur dalam UU Paten menunjukkan 
bahwa adanya prinsip first to file. Dengan prinsip ini anggapan hukum 
(presumed) timbul bahwa pendaftar yang beriktikad baik adalah 
sebagai pemegang hak paten yang pendaftarannya mensyaratkan 
pemenuhan syarat formil (kelengkapan dokumen/administratif) dan 
materiil (novelty, inventive step, industriallyaplicable). Disamping itu 
sistem perolehan paten memungkinkan pengembangan sektor industri, 
karena masyarakat dapat belajar dari penemuan yang diungkapkan 
dalam spesifikasi paten, khususnya pada periode pengumuman. 
Jangka waktu perlindungan paten berlangsung selama 20 tahun sejak 
filling date. Seperti halnya paten dekompresor Honda akan 
berlangsung sampai dengan 2005 sebelum menjadi public domain. 
b. 	 Pemegang paten dapat mempertahankan haknya jika terjadi 
pelanggaran oleh pihak lain, yaitu melalui upaya hukum baik jalur 
perdata maupun jalur pidana. Selain itu dimungkinkan penyelesaian 
diluar pengadilan dengan upaya damai seperti yang dilakukan oleh 
Honda Co. ltd. Melalui kuasanya, pada kasus Honda Vs Motor Cina 
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yang dapat dijadikan pelajaran dalam menghadapai kasus-kasus 
pelanggaran yang akan terjadi berikutnya. 
2. 	Saran 
a. 	 Perbaikan terhadap Undang-undang yang ada sekarang, misalnya 
penambahan tentang pengaturan penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan yaitu melalui negoisasi atau yang paling penting sekarang 
ini adalah mekanisme Arbitrase baik dalam maupun luar negeri. Hal ini 
dilakukan agar Undang-undang Paten Indonesia tetap mengikuti 
perkembangan standar internasional sesuai dengan ketentuan TRIPs, 
dan hal ini sangat penting bagi perkembangan sektor industri 
b. 	 Agar kasus-kasus yang terjadi dalam praktek ditangani/ mendapat 
perhatian yang serius dari aparat penegak hukum. Bila penanganan ini 
kurang diperhatikan maka akan mengakibatkan dampak buruk bagi 
pengembangan sektor industri. 
c. 	 Dalam membuat kebijakan atau peraturan, pemerintah seharusnya 
mengadakan koordinasi antara instansi-instansi yang terkait (dalam hal 
ini adalah Deperindag dengan Dirjen HAKI). Agar dalam 
pelaksanaannya tidak menirnbulkan kebingungan dan menghilangkan 
kesan ketidakprofesionalan pejabat Indonesia. 
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